
BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR S~ TAHUN 2012 

TENTANG 

PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU 

DI KABUPATEN BANYUMAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

Menimbang: a. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang 

optimal, perlu upaya peningkatan pemberian Air Susu lbu yang 

terdiri dari Inisiasi Menyusui Dini pada bayi baru lahir, 

pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sampai bayi umur 6 (enam) 

bulan, serta penyusuan lanjutan sampai anak berumur 2 (dua) 

tahun, 

Mengingat 

b. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian Air Susu Ibu 

se bagaimana dimaksud pada huruf a, perlu percepatan 

program peningkatan Pemberian Air Susu lbu di Kabupaten 

Banyumas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di 

Kabupaten Banyumas. 

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah, 



2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 

32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3143); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4234), 

4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279), 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3637), 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737), 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5291), 



10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011 

tent.ang Peningkat.an Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi J awa 

Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 

Nomor 56); 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan · PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR 

SUSU IBU DI KABUPATEN BANYUMAS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan 
1 Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 

4 Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. 

5. Tenaga Kesehat.an adalah seorang profesional yang bekerja di bidang 

kesehat.an yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan 

kesehatan ibu/ anak dan pelayanan pendukungnya, antara lain dokter, 

dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis anak, perawat, bidan, ahli gizi, 

sanitarian, penyuluh kesehatan, dan lain-lain. 

6. Sarana Pelayanan Kesehat.an adalah institusi kesehat.an baik negeri maupun 

swasta yang memberikan pelayanan kesehat.an, berupa pertolongan 

persalinan, pemberian pengobatan, penyelenggaraan rawat inap, serta 

pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Bersalin Desa, Poliklinik 

Kesehat.an Desa, Puskesmas Pembantu, Pusat Kesehat.an Masyarakat, 

Rumah Bersalin, Balai Pengobat.an, Rumah Sakit dan Laboratorium Klinik. 

7 Air Susu lbu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan atau air susu 

yang dihasilkan oleh payudara ibu selama waktu ibu mempunyai bayi. 

8. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan 

proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusu sendiri 

segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga 

kulit bayi melekat pada pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau 

sampai penyusuan awal selesai. 

9 ASI Eksklusif adalah pemberian air susu ibu (ASI) kepada bayi tanpa 

tambahan cairan dan makanan lain, kecuali obat dan vitamin atas 

rekomendasi tenaga kesehatan, sampai bayi berumur 6 bulan. 



10. Program Peningkatan Pemberian ASI yang selanjutnya disingkat Program PP­

ASI adalah Program Peningkatan Pemberian ASI yang dirnulai dari IMD 

segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 (enam) 

bulan, dan penyusuan anak sampai umur 2 (dua) tahun, dengan pemberian 

makanan pendamping ASI mulai bayi berumur 6 (enam) bulan. 

11 Ruang Laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan 

.. menyusui, memerah, dan menyimpan ASI. 

... 

12. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut pelayanan KIA 

merupakan pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi 

dan ibu menyusui yang terkait dengan pendampingan, perawatan dan 

pengobatan selama masa kehamilan, persalinan, nifas, sampai masa 

penyusuan anak. 

13. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan, tetutup atau terbuka, bergerak 

atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya. 

14 Sarana umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan 

oleh masyarakat untuk beraktifitas, seperti terminal, stasiun kereta api, 

tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermarket atau mall, 

dan lain se bagainya. 

BAB II 

TUJUAN 

Pasal 2 

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah percepatan peningkatan peran 

serta masyarakat, unsur Pemerintah Daerah, swasta, dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat dalam Program PP-ASI di Kabupaten Banyumas. 

BAB III 

PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 

(1) Dalam rangka percepatan pencapaian keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, 

Pemerintah Daerah mendukung dan melaksanakan Program PP-ASL 

(2) Koordinator pelaksanaan Program PP-ASI adalah Dinas. 



Bagian Kedua 

Pelaksanaan Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Sarana Pelayanan 

Kesehatan Daerah 

Pasal 4 

( 1) Pada sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah pelaksanaan Program PP­

ASI berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah m enuju keberhasilan menyusui, 

yaitu 

a . sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan 

Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin 

dikomunikasikan kepada semua petugas; 

b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan 

ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut; 

c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan 

penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir 

sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui, 

d. membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah 

melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat 

operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar; 

e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara 

mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi 

medis; 

f. tidak memberikan makanan atau minuman a papun selain ASI kepada b ayi 

baru lahir; 

g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 

jam sehari, 

h . membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan 

terhadap lama dan frekuensi menyusui, 

1. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI, 

J mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk 

ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/ Rumah 

Bersalin/ Sarana Pelayanan Kesehatan. 

(2) Sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

ayat ( 1), dilarang mempromosikan susu formula bayi baik secara langsung 

dengan memasang poster iklan produk susu formula dan/ atau mendisplay 

sampel produk susu formula, maupun secara tidak langsung dengan 

membekali ibu bersalin dengan produk susu formula tertentu, serta tidak 

menerima sponsorship dalam bentuk apapun. 



Bagian Ketiga 

Penyediaan Ruang Laktasi 

Pasal 5 

(1) Sarana Umum milik Pemerintah Daerah menyediakan ruang laktasi. 

(2) Dinas dapat secara aktif melakukan upaya untuk mendukung tersedianya 

ruang laktasi pada sarana umum milik Pemerintah Daerah. 

(3) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yag membidangi 

sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi 

dengan Dinas dalam upaya penyediaan ruang laktasi. 

(4) Kepala Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mengupayakan Ruang Laktasi di lingkungan kantor sesuai dengan 

kebutuhan. 

(5) Pada lingkungan kantor yang sating berdekatan dapat disediakan satu tempat 

ruang laktasi. 

(6) Pertimbangan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan dengan memperhatikan populasi dan keinginan ibu menyusui. 

Bagian Keempat 

Sarana Umum lainnya 

Pasal 6 

( 1) Pada sarana pelayanan kesehatan selain milik Pemerintah Daerah 

dilaksanakan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

(2) Dinas memberikan dorongan dan motivasi kepada pemilik atau pengelola 

sarana umum selain milik Pemerintah Daerah untuk menyediakan ruang 

laktasi. 

(3) Dinas dapat melaksanakan program/kegiatan yang ditujukan untuk 

mendorong dan memotivasi pihak pem.ilik atau pengelola sarana umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam upaya melaksanakan 

program PP-ASL 

Bagian Kelima 

Ruang Laktasi 

Pasal 7 

(1) Ruang laktasi dapat dibangun baru atau menggunakan bagian dari bangunan 

yang telah ada. 

(2) Dalam ruang laktasi disediakan peralatan paling sedikit meliputi meja dan 

kursi, tempat cuci tangan dan alat pemerah ASL 

(3) Dalam hal diperlukan ruang laktasi dapat dilengkapi dengan lemari pendingin 

untuk tempat menyimpan ASI perah. 



(4) Dalam hal ruang laktasi merupakan bagian bentuk dan ukuran ruang 

disesuaikan dengan kondisi bagian bangunan yang ada dengan 

mempertimbangkan penempatan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3). 

(5) Dalam hal ruang laktasi direncanakan dan dibangun baru, bentuk dan 

ukuran ruang dirancang cukup lapang dan proporsional sesuai dengan 

penempatan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

Pasal 8 

Penyediaan ruang laktasi pada sarana umum dan sarana pelayanan kesehatan 

yang bukan milik Pemerintah Daerah menjadi beban biaya masing-masing 

pemilik atau pengelola tempat yang bersangkutan. 

Pasal 9 

( 1) Pemilik a tau Pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan dan sarana umum yang 

telah menyediakan ruang laktasi memberikan identitas pada ruang laktasi. 

(2) Pemilik atau pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan dan sarana umum 

menyediakan informasi yang cukup mengenai ketersediaan ruang laktasi. 

(3) Infomasi dapat diberikan melalui papan penunjuk atau media informasi 

lainnya yaitu melalui sarana pengeras suara atau audio video. 

Pasal 10 

(1) Ruang laktasi hanya dipergunakan untuk Ibu yang akan menyusui bayinya 

atau memberikan ASI kepada bayinya. 

(2) Pemilik atau Pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan dan sarana umum yang 

telah menyediakan ruang laktasi memelihara kebersihan dan tindakan lain 

yang diperlukan dalam mendukung program PP-ASI, termasuk juga menegur 

orang yang memanfaatkan ruang laktasi untuk keperluan selain untuk 

keperluan pemberian ASI. 

(3) Pemilik atau Pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan dan sarana umum yang 

telah menyediakan ruang laktasi dapat melakukan tindakan yang diperlukan 

apabila orang yang telah ditegur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap 

tidak mengindahkan teguran yang dilakukan. 

Bagian Keenam 

Tindak Lanjut Strategis 

Pasal 11 

Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk 

mendukung pencapaian sasaran Program PP-ASI di daerah dengan cara yaitu 

a. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral tingkat Daerah 

dengan Dinas se bagai leading sektor; 

b. melaksanakan penyebarluasan informasi dan advokasi program, 



c . mengefektifkan Forum Kesehatan Desa dan membentuk Kelompok Pendukung 

ASI yang dimotori oleh motivator ASI, kader Posyandu, dan Tim Penggerak 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, 

d. melarang pemasaran produk susu formula bayi, baik dalam bentuk promosi 

media massa maupun promosi langsung disarana pelayanan kesehatan, 

e. mengadvokasi pimpinan Tempat Kerja selain milik Pemerintah Daerah untuk 

mengupayakan tersedianya fasilitas Ruang Laktasi di tempat kerjanya dan 

memberikan kesempatan kepada karyawati memanfaatkan sesuai kebutuhan, 

f. mengadvokasi pengelola Sarana Umum untuk menyediakan fasilitas Ruang 

Laktasi di lingkungannya dan mendorong pemanfaatannya oleh ibu menyusui 

yang berkunjung ke tempat tersebut; 

g. meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan LSM dalam Program PP­

ASL 

h. memberi kesempatan secara proporsional kepada pegawai di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang sedang menyusui bayi di bawah 6 bulan untuk 

memberikan ASI di tempat bayi berada. 

BABV 

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN 

Pasal 12 

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pemantauan Program PP-ASI Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pemantauan Program PP ASI di Daerah, 

Bupati menugaskan Kepala Dinas sebagai koordinator 

(3) Dinas melakukan edukasi, mendorong dan memotivasi kepada semua pihak 

untuk melaksanakan Program PP-ASI, termasuk juga mendorong kepada 

pemilik atau pengelola sarana umum dan pelayanan kesehatan untuk 

menyediakan ruang laktasi. 

(4) Dinas melakukan upaya agar kualitas dan kuantitas ruang laktasi yang ada 

di Daerah semakin meningkat. 

(5) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemantauan secara intensif, 

Bupati membentuk Tim Pembina Program PP-ASI, yang beranggotakan unsur 

terkait dari unsur Tenaga Kesehatan, Perangkat daerah terkait, Organisasi 

Profesi, Perguruan Tinggi, kalangan Swasta dan LSM. 

(6) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembina Program PP-ASI sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 



BAB VI 

PEMBIAYMN 

Pasal 13 

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber 

lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 
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Ditetapkan di Banyumas 

pada tanggal 2 8 DEC 2012 
BUPATI BANYUMAS, 



BUPATI BANYUMAS 

I 11•:R1\TUl~/\N HUl 1/\TI U/1NYUMJ\S 

NOtv1Ol~ c:jl TAHUN 2012 

TFNTAN G 

PEDOM/\1\ UMUM PENGATUI~N PENG! IASILAN TETAP DAN TUN,JANG~N 

BAGI Kt•:P,\L/\ DBSA D \N PBR/\NC1KAT DESA DI KABUPATEN BANYUM1\S 

Menunbang 

DENGAN RAHM,\T TUIIAN YANG MAHA ESA 

BUPATI li/\NYUMt,S, 

a . IJ;.hwn d. l;.111 rangka meningkatkan kesejahle 1·aan 

Kc·pala Dcsa clan PcrQ.l1gkat Dcs.i telah diberikan 

penglrnsil,,n 1t'l<1P sniap bulan yar.g be:.,mN1nya 

. 1 1.111w111 --:ai 1w dcngan UMR!.,: dar/atau l:.rnjanga,1 

IHinll) c1 ~,-~u;u dcngan kemampuan kewmgan desa 

S( b,1gainrnn,1 telah cliatur dalam Peraturan Bupc1.ti 

13wwuma!-i Nomor 16 Tahun 2012 tentane Perubahan 

at 1~ Perutura11 Bupali Banyumas .'.'Iomor 10 T&hun 

2008 tc11ta11g l'ccloman Umum Pengaturan Pengh&3ilan 

Teap c:an Tunjangan Kepala De:::;a dan PerangKat D esa 

di 1.,:n1>upatc11 Hanyumas sebagaimana telah J ,utah 

ck11gan Per.1turan Hup8.ti Banyumas Nom:>r 16 'l'th,111 

2012, 

b b thw,• dengnn adanya pcrubahan UMRK I~abupal~n 

1-, ill) u1 1as sclJagaimana telah diaLur dalam Kepu tt.1S811 

Cubcrnur ,.'a•.a Tengah Nomor 561 4/58 Ta11un 2012 

t.entang Upah Minimum Kabupat~11/ ~ot~~ di Pn:.vinsi 

Jmva Te•,<..?,ah T.1hu n 2013 d,1r dalam r r1r1gk:1 

1 1cndoronp pcningkalan kinerja Kepala Desq dhll 

Pcrunglrnt De..,a, maka Pcraluran B upati &cbaga.:i.:i.ana 

d:mal~sud pada huruf a, p erlu disesualkar. , 

c. b::thwa her<iasarkan pertimbangan sebaga ,m:ma 

c.,i1uHksud dnlam huruf a da1 hu1u: b, perlu 



Mcngingul 

111( t t l I I ik 111 'I 1 .1 11 1·: 111 ll.1p:1li ll,111_yu11 :1s lc111 . 111g 

l'c, 011 1;1 11 l 111111111 Pc11 g; 1l 11n1n Pt'ng h;1 'i i l ,1n Tcl::ir> 1!~111 

'I Llll_l:111g:111 ll;1g1 l,('p:li,1 lk:·m cl:11 1 l'crnngk,1l lks:. !Ji 

h a rnpatt·n I hu1,vumas. 

l':1 ..• 1 l K : ,_v.it ((>) U 1.cl:111g Unclnng Dnsnr Nt\ ',:\rn 

RepulJlik Indonesia Tahun 1945, 

2 U, 1d:111g U 11u;111g Nomor ] 3 Tah un 1950 i-ca: . .-111g 

JJe111IJc:.:11tuka11 Daerah-daerah Kabupaten da.1am 

Liugkunga11 Provinsi Jawa Tengah, 

3 Unc'ang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pellwrirdul 11111 Dncrah (Lembaran Negara Repu jlik 

l11t10.1l'~ia l'ultun 2004 ~omor 125, Taml>ahan 

Lu1ilmnt11 Neg,Fa Republik Indonesia Ncmor 

-I~-37) sclJ .. 1g.iimuna Lelah beberapa kali ciubah tera l.;.hir 

{!,'Ii: t,1 Uucl~lllg Undang Nomor 12 Tahun 2008 

lt:rilang Pcrubnhan Kedua atas Undang-Unclang 

No1110r 32 T.tl 1u 11 200-L Lcn Lang Pemerintc1hnn Da: n~h 

(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun '."WC8 

NtJ111or 59, Tumbahan Lembaran Hegara Republik 

Indonesia Nornor 4844), 

4 Pen LUran Daerah Kabupaten Banyurnas Nomor 16 

T~·.hun 2006 len lang Kerludukan KeL.angan Kepala 

l>c::.a clan Perangkat Desa (Lembaran Da~n.h 

Kabupaten Banyu.:nas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) 

SL'IJa6ainrnm, lclah cliubah dengan Peratur-u-1 D2er2.h 

KnbupHten Hnnyumas 1\fomor 9 Tahun 2009 te::1.tang 

Pei ubahan alas Peraturan Daerah Kabup-:-_ten 

B;;._nyumas Nomor 16 Tahun 2006 ten tang Kedud u kan 

Keuangan Kcpala Desa dan Perangkat uesa (Lembcran 

Dacrah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomo · 6 

Seri E), 

5 Peraturan Daerah Kabupate .. 1 Banyurr.as Nomor 47 

Ta.bun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuari6u1 

Dt.::sa (3critu Daerah Kabupaten Banyumas TaJ iun 

2007 Nomor 34 Seri E), 



Menelc1pk,111 

M EM UTU Slt AN 

J>l~l<J"l U!,U\N HUI '/\ l'I B/\NYUM/\S TENTANG PERUBAJ l /\1~ 

/\T/\S 11:1~/\Tlll,/\N I HJl 1/'.TI l~/\NYl /M/\S NOMOI? 1(> 

TAHUN 201'.2 TENTANG PEDOMAN UMUM PEUGATU1~N 

1>1,: ~H ~ /\~ 1,/\ N Tl •:T/\P D/\N TlJN.1/\NG/\N B/\GI KEPI\I,/\ 

IJES/\ IJAN P~l<l\NC,lv\T DESA DI KAHUPA'l'SN 

BANYUMAS 

l3AB l 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dala1n per8tu ran Bu pa Li ini yang dimaksud dengan. 
l Desa adalah kesatuan maf.yarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah ya11g ber.._, enang untuk mengatur dan mengurus k~pentingan 
masyarakat setcmpat, bcrdasarkan asal usul dan adat istjo.dat 
set em pal yang dia ku i cla11 dihormati dalam sistem Negara Kesatu.an 
RcpulJlik lndone:-..1,L 

2 Desa J anggolan mlalah clc~a ym1g sumber pendapatan asli desanya 
sebagian besar be1 asal da.ri iuran masyarakat setempat. 

3 Kepala Dcsa aclah 1h Kepn.la Pemerinlaban Desa yang dipili:1 langsur:g 
oleh masyarakat mclalui pemilihan kelapa dcsa. 

4 Perangkat Desa adalah Pcml>antu Kepala Desa yang -~erdiri 1afi 
Sekre1.aris Oesa sebagai unsur staf, Kepala-kepala Seksi sebagai un.:;ur 
pelaksr1 na teknis lap:::ingan, dan Kepala Du sun ~ebagai unsur 
Kewilayahan 

5 Ja '.)alan adalah kcduclukan yang menunjukl,an seseorang Ke:)ala 
Desa clan Perangkat Desa clan SOT Desa. 

6 , Pengha silan Tctap a clalah penghasilan yang sah yang ditei·i:r·a Kepa 1a 
Oesa clan Perangkat Desa. 

7 Tunjangan adalah la1nbaban penghasilan selain penghasilan l."1.ap 
yang diterima Kepala .Cesa dan Perangkat Desa sesuai atu:-an yang 
berlal-m 

. 
8 Upah Minirnum 1:-<cgional 1-::al)upaten yang selanjutnya discbut UM8{ 

adalalah besa1·nya penghasilan seseorang untuk memeu . .1hi 
kehutuhan minimal yang cl1t.etapk1n setiap tahun. 



I i :\ I 

JJugian h'.csatu 

PcnRhnsilAn Telap 

( 1) Pcnghasilan tctap 1~cpalc~ Desa dan Perangkat Desa senilai uang dari 
hasil pcnggnrnp,111 IJt ngkok yang sctiap tahun citerimakan dal ci m APB 
U('~ll. 

(-L) Pcnglrnsi lan ktap Kq.1ala Ocsa clc:..n Perangkat Desa sebataimana 
dimaksud pacla c1yat (1 minimal sama dengan UMRK yanf setiap tahun 
diti=tapkan o1eh Uu bernur 

(3) Sl'lain pe11gha!:.ilm1 teLap sclmgaimana dimaksud dalam ayat (J L Kepala 
Desa dan Pcrangkat Desa d iberikan tunj':mgan Eie~uai dengan 
kcm ... 1111puan kcuangnn clcsn. 

13agian K,__:dua 

PenghasilaJ1 Tetap Kepala Oesa dan Puangkat Desa yang berasaJ d..iri 
Pegawai N egeri Sipil 

Pas813 

(1) Kepala De&a yang berasLl clari PNS, penghasilan tetap dan tur.jc.11gan 
clitcrima dari L 1s tansi ind uknya. 

(~) Pcrangkat Dc~.a yang berasal dari PNS, pe:1.Ghasilan telap dan 
lUJ IJcUlgan dilt.:1 11 1 ta d ;;:m in stan si induknya. 

(3) Tunjangan seba6a,mana dimaksud daJam ayat (1) dar ayat (2) terdiri 
atas Tunjan[:an Suami I Istri dan Tunjangan anak. 

Bagian K~tiga 

Besa.ran UMRK 

Pasal 4 

(1) l.)cnclnpan h<'sHrnn lJMl~K scbagaimana dimak~;ud dafam Pasal '2 ayal 
('.2) diatur sebagHi bcrikul. 

a . Kepala Dcsa diLetapkan penghasilan tetap setiap b".1Jannya seb~sru· 
Rp 1 230 000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) 

b Sekretaris Des:? dilelapkan penghasilan tetap setiap bulannya 
sebesar Rp 1 035 000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupid t), 

c Kepala Dusun d itctapkan penghasilru1 tetaµ setiap b>_1la.nnya 



M' ws;1r l~p 8SO 000,00 \iii l.ipc111 rntus l i,11~1 pu ull r,IJu rupiah), 

cl Kcpula Sck si d1I1· t11 plrni1 lh'11gh asi la n Lelnp sclia p bulann_) a s~bcs2r 
Rp 850 000,0U {Uclnp:111 rn lus limn puluh ribu rupiah) 

<' K<'pala Ur u f- ,u1 cl i\et,1pknn pcnghasllan tetap se.tiap hu:ar.nya 
s<'lwsc1r l~p 810 000 ,00 (dcl,11H1n rnt us sc11uluh ri bu rupiah) 

r Stuf clilctap k:u1 pengltasllan tctap scti?p !Julannya se-hcsar 
l~f) 7()5 000 ,00 (tujuh rntu~ scmbilrn1 pu lu h lima ribu ruoiah) 

(2) Sek i v l, 111s I k s:1 y ,1 11g hnsl;il 11s l\·g:1\\: 11 Ncgt ri Sipil dikccu.il ika11 d.iri 
J;el<'11t 1 .1 11 ~cl>,w ·,i 111·mn clirnaksucl pada ayat (1) hu 1 uf b 

I aml)a li ,1n l'cng:wsilan Tclap 

(1) Kepala !Jesa dan I erangkar Desa .;ebagaimana dimaksud d:tlam pas8.l 2 
ayat ( l ) yang pengh 1.silan tPta pnya kurang dari Ul\tlf~K, kekurangan11ya 
cl ibantu clari APBD :-.:-~bupalcn 

(2) Per hitungan k ektt1rn1gan pengh asilan tetap s~bagaiman.::i. dim&ksu ::! 
11acln ,-t_',,al (1) diliitung dari besaran U MRK sebagaimana dim~·k su d 
<.,alam pasal 4 m r:t ( l) dikurnngi pcnghasilan tetap sen:tai dari l1asU 
penggarapan bcnglul: ,,ang bet sangkulan 

(3) Desur:.111 t ~nn!mli. tn kcl-.u1 ang,tn a las penghasi !an tetap bagi Kcpala 
Desa clan Perangkal Dcsa sebagaimana dimaksu.::l p2c a ay;:-~t ll J 
ditctapkan dengaP Ke1>utu~an Bupati. 

(1) 
' 

(2) 

l3agian Kelima 

Tu njanga11 Pcrbaikan Penghasilan 

Pasal 6 

Tunjangan Perbaikm1 Penglrnsilan Kepala C'esa dan Perangk:-tt T Je~a 
sclmruiman a cl1u1:1ksucl dnln111 Pasal 2 aya~ (3) ditetapkan sebc.sar 
Rp 300 000,00 (tiga raws I ibu rupiah) setiap bulan. 

Sekn.:Laris Desa y'l 1g berstatus Pegawai Negeri Sipit dikecualik an dari 
keten tuan sebagai1muia cli111aksucl pada ayat (1) h u ruf b. 

J {agian Keenar.1 

T~rnbalwn Penghastlan Tct..1p IJagi Kc pa ln Dcsa dan l erangkat i)esa yang 
Berasal dari Pegawai Negeri Sipil 

Pasnl 7 

(1) Ke-pula Desa yang berasal clnri PNS sebagaimana dimaksucl jaJarr. pa5al 
3 a~ at ( 1) yang m asih akuJ, liclak m encrima lambaha '1 penghasilan 



tct .. ,p sc l>ng.1111\, 111:1 < 1111:,k-..11• c :il:1111 p .,:-.: il (1 .1.\:1 ('>) \ ' illtg llnilsn d.11 i 
li: , 11111 111 kn1:111!',·'" h:tl111p.1 1 11 1.,11, 11111,1:-.. 

(2) t>e 1·,111glwl lks;i \.1 ,g lw1.1s.1 d:1 1·i l'NS scl>;q.ii111.1 11c1 clin1:11 . 'rnd <' : l,1111 
prnml :~ nyal (2) _y:111g 111.isi ll uk l I, 1id:1k 111e1h ril11,1 l .. 11111>.111.,1 1 

penghnsilan telc1p 5eb~ gn,marrn c'imaksucl dalam pasal 6 . ty&t (21 Jang 
bcrasnl clrn·i bnntu~111 kru:uig:111 l, .,l)Upntc11 lhrnyu1nas. 

Tunjangan 

PasaJ 8 

(lj Tunjangan scbaga1ma.1a dimaksud dalam pasal 2 ayat (3 j diamti1kan 
dari Alokasi Dana Dcsa yang clitc:ima clcsa dari Pcmedntah r<:abup:1 '.en . 

(2) Tunjangan sebRgn.imana dimaksud pada ayat (1) terdrri dar: 
a. Tunjangan istri /sw,mi, 
u Tunjangan anak; 
c . Tunjangan jabalan, 
d Tunjangan perbaika.1 penghasilan, 

!Jagmn Kedelapan 

Besanrn Tunjnngan 

Pasal 9 

(1) l"ksunu1 Lunja11gu11 btri/su:uni ~cbagaimana u.imal<sud d:1._lam pasa.l 8 
ayat (~i hur uf a c.Jiberikan kcpada scorang istri/suami Kepala D~sa dan 
Pcrnngkat DesA sC'hesnr R11 3!1 000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) 
setiap l>u lan 

(2) Re:,j u ·a11 lunjan 11 • 1 rn.ik -.;('b 1•~. Imana climaksud d?\am pasct.l B a)..ll ('.2) 
hurur b diberikau kepac.l.1 anak clari seorang Kepala Desa dan ?erar:gkat 
Desa sebesar Rp. 20 000,00 [duH puluh ri bu rupiah) sedap bulan. 

(3) ~ Tunj::u1gan anak sebagairnana dimal{sud ayat (2) diberikan sebanyak,. 
banynknya untuk 2 (dun) orang anak. 

(-+) IJes~lran tunjangan jabata11 sl'bagaimana dimaksuct µada pasal 8 aya~ 
(2) hurur c diatur setiap hulannya. 
a. Tu n.iangan Keprua Desa scbesar R1) 160 000,00 (se:·atus er.am 

puluh ribu rupiah), 
b "'u 1.jdngan SL 1-..it lnrb Dcs;1 ~t'besar Rp 85 000,00 (delaµcJ1 pui-ah 

li111.1 nbu rupialt), 
c. Tunjangan h':L pa..1.a 3cksi ~dJcsar l<p 60 000,00 (enam puluh 1ibu 

rupiah), 
d 'fu11jangan Kcpal,t DustLn sc. besar Rp 60 000,00 (enru.n p 11 luh ribu 

nq,iah), 
e Tun·,111gan l"cp~1h Urusan Unium dan Ke'.1angan sebcsar 

l<p JU 000,00 (lima puluh ribu rupiah), 



r ·111111.111g:11 1 s .11 )C 111 ,:111 ,1 1 .. 111, •.c 111 .,.11 1, p :,~, ono.on (t i~• .• 1 p,1 11h 

li,11:1 ri bu rupi ,!11), 

(1) T1111j:1111•.:111 pl'rl>:1 L:111 p(·111•,l1,1 •, :111 :-.1 1.w.:1 111: 111 :1 d 111.il sud pncl:1 1),ts.1 R 
c1yul (.2) l111ruf ll d,1p: il dilH 11k.i1 1 k1 p.Hl,1 l,1 p,tl.1 I >t s:1 d111 i l 'c·r11111-,l,11I 
D~sa. 

(()) Tt111 p1111•,:1 11 !HI l,;111 .111 IH 111•.l1:1s1 :11 1 Sl l1:1g:1i 111:i11;1 cli1 11:1kslld p:1d:1 :1y: 11 ( '")) 

diberikall dala111 ··.111gk.t IH 11111gk:i ta 11 kcscjallLcraan aparal ucs·t 
bcrclasarkan bcban kc1ja atnu lempat IJcrtugas ataI1 kondisi kerja 3, ·.u 
prcstas1 kc1ja. 

(7) 8 " ~.1n111 1un_iRn~:1n :-;e,m1,?,r1i111.111a cl irnaksud ayat (6) diatu1 tersenctiri 
ol<'h t>e111cri11hil1 Ucs:, d(·11g:111 pnsctujuan UPD dan mcmpcrh~1L1kan 
kcmampuan keunngan clcs:1. 

. 
Bagian Kesembilai1 

Tunjang,.m Kepala IJesa clPn 11erangkat Desa yang Bcrasal dari Pegawai 
Ncgt· ri Sipil • 

l 1:1sal 10 

(1) Tu111w11•,,u1 su.i1111 , i tn. Lu1ij:111gan anal<, dan Lunjangan per baikan 
penglim,ilnn ~eb,1 4· ulllnn: diIrn1ksucl cla1am pasal 8 ayat (2) huruf a, 
hurul IJ. tlan hurur d, Lidak dibe1ikan kepada Kepala Desa yang beras:li 
cl c1 ri PNS 

(2) Tu1Jj.u -tll sL .. ll i : ti i t I j I gan anak, dan tunja·1gan oer!)a.ikan 
pcngllasilan 5e1Jug,uma11a d1111aksud clalam pasal 8 ayat (2) huruf a, 
hurur lJ, clan hurur cl, ticl;1k dibcrikan kepada Peran_gkat Des::i.. y8J1g 
l)CI ;1s:il cl.1ri t>NS 

(3) I3agi isu i/ suami dari s"orang kepala desa yang berstatus seb2.gai PNS 
rnnJ...a kL·pala des, ter.sebt•t tidal<: mcnerima tunjan,?;an 0uami/ istri, 
tunjangan anal<, da11 tunjanga11 perlmikan penghasilan sebagaimanr-:i d 
dimak5ud dalam pa~al 8 a_\ al (2) huruf a, huru; b , dan huruf cl 

(4) ~ B,1gi islri/ suami dari seora11g pcrangkat dcsa yang :)erstatus sebagai 
PNS, 1rn1ka kepah dL s,1 lt·rsciJut tidal< mcnerima Lunjangan sua111i/ istr:, 
tun,1 w1g,111 anak, I t11 1u11jc111",<111 perlmikan pengha.silan sebagaimai,~ d 
dimak~u cl flalarn p.1sc1J :~ ny,11 (2l huntf a, huruf b , dan hun f d 



l>asal 11 

Padn ~mat l>1-r;1lur:111 1'· 1 ,.1 11 1111 "1 ;1k11, 111:1k.1 l\·,·;1lur;1 11 11upali 13 .. 11,yu11,us 
Nomor 10 1,t1,u11 20lJ,, bcnla Ut1vrhh Kabuµalen Ban)1umas Tahun 2(Ju8 
Nomor 8 Sen 13:) tentang Pedoinan Umum Pengaluran Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Kcpal,.1 Dco..;,1 dan J>crnngka l Desa di Kabuoaten Banyuinas 
sebaguimrnia Lelah diulxd1 cle11g .. u1 l.)e raturan BupaLi Banyumas Nomo:- 16 
Tahun 2012 (Serita D 1c--ah Kabup,tten Banyumas Tahun 2012 Nomor 16\ 
dinyalakan clicabut dau llaak berlaku lag1. 

f>asal 12 

Peraturan l3upull int muln1 berlaku puda tanggal diundangkan. 

Agar setmp (.Jrang clapd L 111cngewhu111ya, mcmerintahkan pengundang~ri 
Peraturan Bupali Ban) um,1i:: i111 dcngan pcnempatanny,1 dalam Be:-i t~ 
Daerah Kabupalen Banyuma::; 

f'tlJc 

1~ t.L .. , :-._> 

ft-.~ \lltum Jr 
'{et eo.~nw,\· t'r 

Dlund,rngkan di u~..;~tf ?012 
Pada 'l'u 1 ~f'.al ...... .............. ........ , 

Ditetapkan di Purwoke1 to 
pada tanggal 2 8 DEC 2012 

BU PATI BANYUMAS, 

--
MARDJOKO 

I 

:: • $£ ~lti;.1iu .. ~' !J . ___ ,.,...Jvl•,., d\ IlANYUMAS 

; 1:;:.,9c3 l 005 
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Menimbang 

Mengingat 

BUPATIBANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 53 TAHUN 201:).. 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATf BANYUMAS, 

a. bahwa dengan d1berlakukannya Peraturan Pemenntah 

Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insent1f Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retnbus1 Daerah, perlu d1atur mengenai Tata Cara 

Pembenan dan Pemanfaatan lnsenbf Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retnbus1 Daerah di Kabupaten Banyumas, 

b bahwa berdasarkan pert1mbangan sebagalffiana 

d1maksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan 

Bupati tcntang Tata Cara Pembenan dan Pemanfaatan 

lnsent1f Pcrnungutan Pajak Daerah dan Rctnbus1 Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013, 

1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Dacrah-daerah Ka bu paten dalam 

Lmgkungan Provms1 Jawa Tengah, 

2 Undang-Undang Nomor/' 32 Tahun 2004 tentang 

Pemenntahan Daei:-ah. (Lembaran Negara Republik 
.. 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Nornor 4437) sebaga1mana 

telah beberapa kali d1ubah terakh1r dengan Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 4844), 



3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PaJak ~ 
Daerah dan Retnbus1 Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 

4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pembenan dan Pemanfaatan Insent1f 

Pemungutan PaJak Oaerah dan Retnbus1 Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161), 

6 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebaga1mana telah beberapa kah dmbah terakhir dengan 

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menten Dalam 

Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Oaerah, 

7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 

2011 ten tang Pa.iak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Sen B), 

8 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 

Tahun 201 1 ten tang Retribus1 Jasa Umum d1 Kabupaten 

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2011 N omor 4 Sen C), 

9 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 

Tahun 2011 ten tang Retnbus1 Jasa Usaha d1 Ka bu paten 

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2011 Nomor 5 Sen C), 

10 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 

Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu di 

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Sen C), 

2 



I.: 

\ 

11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 

2012 ten tang Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3 Sen 

A), 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 

PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 

ANGGARAN 2013 

BAB I 

KETENTUAN UM UM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan BupatJ Banyumas mi, yang d1maksud dengan 

1 Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 

2 Pemermtah Daerah adalah Bupat1 dan Perangkat Daerah selaku unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah 

3 Bupati adalah Bupatl Banyumas 

4 Wakil Bupat1 adalah Wakil Bupati Banyumas 

5 Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Banyumas. 

6 Dmas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanJutnya 

disebut DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Banyumas 

7 Satuan KerJa Perangkat Daerah yang selanJutnya d1sebut SKPD adalah 

unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemenntahan daerah yang 

terd1n dan Sekretariat Daerah, Sekretanat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Dmas Daerah, Inspektorat, Sadan, Satuan Pohs1 Pamong Praja, 

Kantor, Kecamatan dan Kelurahan 

8 Pejabat Pemungut adalah pejabat secara langsung maupun tidak langsung 

membantu SKPD pemungut paJak daerah dan retribusi daerah. 

9 Insentif pemungutan paJak daerah dan retnbus1 daerah yang selanjutnya 

d1sebut lnsent1f adalah tambahan penghas1lan yang d1benkan sebaga1 

penghargaan atas kinerJa tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak 

daerah dan retribus1 daerah 

10 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut PaJak, adalah kontnbus1 waJ1b 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribad1 atau badan yang bers1fat 

J 



-----

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan t1dak mendapatkan 1mbalan 

secara langsung dan d1gunakan untuk keperluan Daerah bag1 sebesar­

besarnya kemakmuran rakyat. 

11 Retribusi Daerah yang selanjutnya d1sebut Retribus1 adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pembenan 1z1n tertentu yang 

khusus dised1akan dan/atau diberikan oleh Pemermtah Daerah untuk 

kepentmgan orang pribad1 atau badan 

12 Target penenmaan pajak daerah adalah semua penenmaan daerah yang 

berasal dari Pajak Hotel, PaJak Restoran, Pajak Hiburan, Pa.Jak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak 

Parkir, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

13 Target penerimaan retribus1 daerah adalah semua penenmaan daerah yang 

berasal dan 

a. Retribusi Jasa Umum terdiri dan Retnbus1 Pelayanan Kesehatan , 

Retribus1 Pelayanan Persampahan/Kebers1han, Retribus1 Penggantian 

Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan S1pil, Retnbus1 Pelayanan Pemakaman 

dan Pengabuan Mayat, Retnbus1 Pelayanan Parkir d1 Tep1 Jalan Umum, 

Retribusi Pelayanan Pasar, Retnbus1 Penguj1an Kendaraan Bermotor, 

Retnbus1 Pemenksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retnbus1 Penggantian 

Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyed1aan dan atau Penyedotan Kakus, 

Retnbus1 Pelayanan Pend1d1kan dan Retribus1 Pengendahan Menara 

Telekomumkas1, 

b. Retnbus1 Jasa Usaha terdiri dan Retnbus1 Pemaka1an Kekayaan Daerah, 

Retribus1 Terminal, Retnbus1 Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, 

Retnbus1 Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreas1 dan Olah 

Raga, Retnbus1 Penjualan Produks1 Usaha Daerah, 

c Retnbusi Penzman Tertentu terd1n dan Retnbus1 Izm Mendirikan 

Bangunan, Retnbus1 Izm Gangguan, Retribusi Izm Trayek dan Retribusi 

Izin Tempat Penjualan Mmuman beralkohol. 

14 Target Kmerja adalah pencapa1an target penenmaan pajak dan retribus1 

yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah (APBD) 

yang dijabarkan secara Tnwulan 

15 Pemungutan adalah suatu rangka1an keg1atan mula1 dari pengh1mpunan 

data Objek dan subjek paJak atau retnbus1, penentuan besarnya pa.Jak atau 

retribus1 yang terutang sampa1 keg1atan penagihan pajak atau retribus1 

kepada Wajib Pajak atau Retnbusi serta pengawasan penyetorannya. 

16 Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah yang selanJutnya d1sebut APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemenntahan daerah yang d1bahas dan 

4 



d1setujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwak1lan Rakyat Daerah, dan 

d1tetapkan dengan Peraturan Daerah 

Pasal 2 

Pembenan dan pemanfaatan insentif pemungutan paJak daerah dan retribus1 

daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan ras1onahtas 

yang d1sesua1kan dengan besarnya tanggungiawab, kebutuhan dan karaktenstik 

serta kondisi obyektif daerah 

BAB II 

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Bag1an Kesatu 

Penenmaan Insentif 

Pasal 3 

( 1) Insentif d1benkan kepada SKPD pelaksana pemungutan PaJak dan Retribusi. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara propors1onal dibayarkan 

kepada 

a. Bupat1 dan Wakrl Bupat1 sebaga1 penanggung Jawab pengelolaan 

keuangan daerah, 

b Sekretar1s Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, 

c . PeJabat dan pegawai DPPKAD selaku pelaksana pemungut paJak; 

d. PeJabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribus1. 

e PeJabat dan pegawa1 pada tmgkat desa/kelurahan dan kecamatan yang 

d1tugaskan oleh DPPKAD selaku pemungut Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 

(3) Pembenan insentif sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) d1maksudkan 

untuk menmgkatkan 

a. kmerJa mstans1, 

b semangat kerja bag1 peJabat atau pegawa1 1nstans1, 

c pendapatan daerah, dan 

d pelayanan kepada masyarakat. 

Pasa14 

(1) SKPD pelaksana pemungut PaJak dan Retnbus1 sebaga1mana d1maksud 

dalam Pasal 3 ayat ( 1) dapat diben Insent1f apabila mencapa1 kinerJa 

tertentu. 

(2) Kmerja tertentu sebagaimana d1maksud pada ayat (1) adalah pencapaian 

target penenmaan Pajak dan Retnbus1 yang telah d1tetapkan dalam APBD 

(3) Pembenan msentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1bayarkan set1ap 

tnwulan pada awal tnwulan berikutnya. 
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(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk 

triwulan tersebut dibayarkan pada awa1 triwulan berikutnya yang telah 

mencapai target triwulan yang ditentukan. 

(5) Dalam ha1 target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak 

tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan 

sebelumnya. 

(6) Dalam ha1 target kinerja pada akhir tahun anggaran (Triwulan IV) realisasi 

pendapatan kurang dari 100 % (Seratus perseratus) tetapi lebih dari 75 % 

(Tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan 

triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan. 

Bagian Kedua 

Besaran Insentif 

Pasa1 5 

(1) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima 

perseratus) dari target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD untuk 

tiap jenis Pajak dan Retribusi. 

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 

APBD 

Pasal 6 

(1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang 

dibayarkan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, 

setiap Kepala SKPD pemungut Pajak dan/ atau Retribusi menetapkan 

perincian penerima dan besarnya insentif yang dibayarkan kepada pejabat 

dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan 

huruf d dengan Keputusan Kepala SKPD 

(3) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan 

kepada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan 

besarnya tanggungjawab dan beban kerja penerima insentif. 

BAB III 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 7 

(1) Kepala DPPKAD menyusun anggaran insentif pemungutan Pajak yang 

besarnya disesuaikan dengan target kinerja pendapatan Pajak. 

(2) Kepala SKPD pelaksana pemungut Retribusi menyusun anggaran Insentif 

pemungutan Retribusi yang besarnya disesuaikan dengan target kinerja 

pendapatan Retribusi. 
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(3) Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dikelompokan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan 

berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Pajak 

serta nnc1an obyek belanja Pajak. 

(4) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan 

berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan 

Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi. 

Pasal 8 

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran 

telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan 

pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun 

anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal9 

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN 

TARGET KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH. 

Pasal 10 

(1) Target penerimaan untuk tiap jenis Pajak Daerah sebagaimana ditetapkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut 

a. Pajak Hotel Rp 2 500 000 000,00 

b. Pajak Restoran Rp 1 500 000 000,00 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Parkir 

g. Pajak Air Tanah 

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Rp 800 000 000,00 

Rp 1 750 000 000,00 

Rp 24 500 000 000,00 

Rp 170 000 000,00 

Rp 96.000 000,00 

Rp 225.000 000,00 

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp 14 000 000 000,00 

J Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Rp 26.200 980 000,00 

Perkotaan 

(2) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013 telah 

ditetapkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan besaran target penerimaan 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 
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mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 

Anggaran 2013. 

(3) Target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah dan SKPD pengelola 

pendapatan r etribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 

2013 adalah sebagai berikut 

a. Retribusi Jasa Umum 

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Dinas Kesehatan 

2 Retribusi Pelayanan 

Persampahan / Kebersihan 

a) DCKKTR 

b) Dinporabudpar 

3 Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan 

Akta Catatan Sipil 

Dindukcapil 

4 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan 

Pengabuan Mayat 

DCKKTR 
5 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum 

Dinhubkominfo 

6. Retribusi Pelayanan Pasar 

Din perindagkop 

7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Dinhubkominfo 

8 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran 

DCKKTR 

9 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

Dinas ESDM 

10 Retribusi Penyediaan dan a tau Penyedotan 

Kakus 

DCKKTR 

11 Retribusi Pelayanan Pendidikan 

Dinas Pendidikan 

12 Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi 

Dinhubkominfo 

b. Retribusi Jasa Usaha 

1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

Rp 7 574 509.316,00 

Rp 

Rp 

278.000 000,00 

15.000 000,00 

Rp 2 275.000 000,00 

Rp 0,00 

Rp 1 200 000 000,00 

Rp 4.200 000 000,00 

Rp 750 000 000,00 

Rp 0,00 

Rp 20 000 000,00 

Rp 22 000 000,00 

Rp 0,00 

Rp 750 000 000,00 
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a) Dinas SDA dan BM Rp 202 300 000,00 

b) BPM dan PP Rp 150 000 000,00 

c) Dinporabudpar Rp 195.000 000,00 

d) Kantor Diklat Rp 50 000 000,00 

l e) Dinas Peternakan dan Perikanan Rp 1 2 106 .000,00 

f) Kecamatan Ajibarang Rp 864 000,00 

' g) Kecamatan Banyumas Rp 360 000,00 

h) Kecamatan Cilongok Rp 1 080 000,00 

i) Kecamatan Gumelar Rp 1 184 400,00 

j) Kecamatan Jatilawang Rp 1 470 000,00 

k) Kecamatan Kembaran Rp 600 000,00 

1) Kecamatan Kemranjen Rp 1.344.000,00 

m) Kecamatan Patikraja Rp 600 000,00 

n) Kecamatan Pekuncen Rp 88.800,00 

o) Kecamatan Purwokerto Barat Rp 336.000,00 

p) Kecamatan Purwokerto Selatan Rp 672 000,00 

q) Kecamatan Somagede Rp 792 000,00 

r) Kecamatan Tambak Rp 806.400,00 

2 Retribusi Terminal 

Dinhubkominfo Rp 2 190 000 000,00 

3 Retribusi Tempat 

Penginapan / Pesanggrahan / Villa 

Dinporabudpar Rp 0,00 

4 Retribusi Rumah Potong Hewan 

Dinas Peternakan dan Perikanan Rp 704 902 000,00 

5 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 

Din porabud par Rp 4 726.075.000,00 

6. Retribusi Penjualan Produksi U saha Daerah 

Dinas Peternakan dan Perikanan Rp 200 000 000,00 

C. Retribusi Perizinan Tertentu 

1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

a) BPM dan PP Rp 2 100 000 000,00 

b) Kecamatan Ajibarang Rp 2 500 000,00 

c) Kecamatan Banyumas Rp 4 000 000,00 

d) Kecamatan Baturraden Rp 55 059 000,00 

e) Kecarnatan Cilongok Rp 8.200 000,00 

f) Kecamatan Gumelar Rp 700 000,00 

g) Kecamatan Jatilawang Rp 5.250 000,00 

h) Kecarnatan Kalibagor Rp 12 000 000,00 

i) Kecarnatan Karanglewas Rp 3 .300 000,00 

j) Kecamatan Kebasen Rp 3 .500 000,00 

k) Kecamatan Kedungbanteng Rp 4 200 000,00 
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1) Kecamatan Kembaran Rp 2.500 000,00 

I m) Kecamatan Kemranjen Rp 7 000 000,00 

n) Kecamatan Lumbir Rp 1 100 000,00 

o) Kecamatan Patikraja Rp 8.000 000,00 

p) Kecamatan Pekuncen Rp 1 000 000,00 

r- q) Kecamatan Purwojati Rp 330 000,00 

r) Kecamatan Purwokerto Barat Rp 36.300 000,00 

s) Kecamatan Purwokerto Selatan Rp 20 000 000,00 

t) Kecamatan Purwokerto Timur Rp 54.589 498,00 

u) Kecamatan Purwokerto U tara Rp 32 000 000,00 

v) Kecamatan Rawalo Rp 2.800 000,00 

~ ..- w) Kecamatan Sokaraja Rp 27.500 000,00 

x) Kecamatan Somagede Rp 2 000 000,00 

y) Kecamatan Sumbang Rp 5 500 000,00 

z) Kecamatan Sumpiuh Rp 1 000 000,00 

aa)Kecamatan Tambak Rp 4 000 000,00 

bb) Kecamatan Wangon Rp 18.500 000,00 

2 Retribusi Izin Gangguan 

a) BPM dan PP Rp 300 000 000,00 

b) Kecamatan Ajibarang Rp 200 000,00 

c) Kecamatan Banyumas Rp 1 000 000,00 

d) Kecamatan Baturraden Rp 1.500 000,00 

e) Kecamatan Cilongok Rp 2.100 000,00 

f) Kecamatan Gumelar Rp 750 000,00 

g) Kecamatan Jatilawang Rp 1 600 000,00 

h) Kecamatan Kalibagor Rp 2 400 000,00 

i) Kecamatan Karanglewas Rp 80 000,00 

j) Kecamatan Kebasen Rp 1 000 000,00 

k) Kecamatan Kedungbanteng Rp 1.350 000,00 

1) Kecamatan Kembaran Rp 800 000,00 

m) Kecamatan Kemranjen Rp 850 000,00 

n) Kecamatan Lumbir Rp 450 000,00 

o) Kecamatan Patikraja Rp 750 000,00 

p) Kecamatan Pekuncen Rp 750 000,00 

q) Kecamatan Purwojati Rp 440 000,00 

r) Kecamatan Purwokerto Barat Rp 3 .509 000,00 

s) Kecamatan Purwokerto Selatan Rp 2 000 000,00 

t) Kecamatan Purwokerto Timur Rp 3 960 000,00 

u) Kecamatan Purwokerto Utara Rp 3 000 000,00 

v) Kecamatan Rawalo Rp 950 000,00 

w) Kecamatan Sokaraja Rp 3.000 000,00 

x) Kecamatan Somagede Rp 1 000 000,00 
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Y) Kecamatan Sumbang Rp 3.500.000,00 
z) Kecamatan Sumpiuh Rp 100 000,00 
aa) Kecamatan Tambak Rp 1.200 000,00 
bb) Kecamatan Wangon Rp 2 500 000,00 

3. Retribusi Izm Trayek 

Dinhubkominfo Rp 15.000 000,00 

4 Retribusi Izin Tempat PenJualan Minuman 

Beralkohol 

BPM dan PP Rp 0,00 

(4) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013 telah 

ditetapkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan besaran target penerimaan 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 

mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 

Anggaran 2013 

(5) Target kinerja pendapatan per jenis pajak dan retribusi ditetapkan secara 

triwulanan. 

(6) Target pendapatan perjenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(5) pencapaian kinerja dijabarkan sebagai berikut 

Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(1) sampai dengan triwulan I 

(2) sampai dengan triwulan II 

(3) sampai dengan triwulan III 

(4) sampai dengan triwulan IV 

25 % (dua puluh lima perseratus) 

50 % (lima puluh perseratus) 

75 % (tujuh puluh lima perseratus) 

100 % (seratus perseratus) 

(7) Target Pendapatan perjenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan 

Tertentu sebagai.mana dimaksud dalam ayat (5) pencapaian kinerja 

dijabarkan sebagai berikut 
a. Retribusi Jasa Umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan 

Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, 

Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian 

Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus, 

Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi 

( 1) sampai dengan triwulan I 

l2) sampai dengan triwulan II 

15% (Lima belas perseratus) 

40 % (Empat puluh perseratus) 
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(3) sampai dengan triwulan III 

(4) sampai dengan triwulan IV 

75 % (tujuh puluh lima perseratus) 

100 % (seratus perseratus) 

b. Retribusi Jasa Usaha yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Penginapan/ 

Pesanggrahan/Villa, Retribusi Ru.mah Potong Hewan, Retribusi Tempat 

Rekreasi & Olah Raga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

1) sampai dengan triwulan I 

2) sampai dengan triwulan II 

3) sampai dengan triwulan III 

4) sampai dengan triwulan IV 

15 % (lima belas perseratus) 

40 % (empat puluh perseratus) 

75 % (tujuh puluh lima perseratus) 

100 % (seratus perseratus) 

c. Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi 

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

1) sampai dengan triwulan I 15 % (lima belas perseratus) 

2) sampai dengan triwulan II 40 % (empat puluh perseratus) 

3) sampai dengan triwulan III 75 % (tujuh puluh lima perseratus) 

4) sampai dengan triwulan IV 100 % (seratus perseratus) 

BABV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 

D1undangkan di Purwokerto 
Pada Tanggal .... .. ... .OIT. ... 2.nlJ ... 
:: .. SEKRETARJS pn.oi,~cu 

N ~ rr_OR O 
Pei~, ... 1 t.1' ...,."la Muda 

NIP 195705 198903 1 005 

BER1TA DAERAH KABUJ¾TEN RttlYUMAS TABUN~l~. NOMOR B .. 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 2 8 DEC_ 2 o 12 
BUPATI 
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